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ABSTRAK
Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas
pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi
akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang
Oleh:

Muttaqin;
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak;
Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengetahuan anggota
dewan tentang anggaran berpengaruh efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD)
dengan variabel pemoderasi akuntabilitas public di DPRD kota Palembang. Penelitian
ini menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner
dengan subyek 23 anggota DPRD kota Palembang, hasilnya menunjukkan bahwa
berdasarakan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang diperkuat dengan
variabel pemoderasi akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang negatif dalam
melakukan pengawasan keuangan daerah yang efektif.

Kata Kunci : Anggota Dewan, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran,
Akuntabilitas Publik, Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah.
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ABSTRACT

The influence of board members’ knowledge about the budget on the effectiveness of local
financial oversight (APBD) with the variable of moderating public
accountability in the DPRD of Palembang
By:

Muttaqin;
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak;
Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

The purpose of this study aims to examine how board members' knowledge about
budgets affect the effectiveness of local financial oversight (APBD) with the variables
moderating public accountability in the DPRD of Palembang. This study uses
guantitative methods, data collected by distributing questionnaires with the subject of
23 members of the DPRD of Palembang city, the results indicate that based on board
members' knowledge of budgets reinforced by moderating variables of public
accountability can have a negative effect on effective regional financial oversight.

Key Words : Council Member, Knowledge About Budget, Public Accountability,
Effectiveness Of Local Financial Supervision.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan
terlaksananya keadilan, demokrasi, dan transparansi kehidupan sektor publik.
Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk
mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyaraka yang
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta masyarakat.
Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan
oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi.
Masalah utama yang dihadapi daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia
daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan

terhadap keuangan daerah (APBD) (Jufri Dharma dan Ali Fikri : 2012).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas
pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh
DPRD. Pada proses penyusunan anggaran tidak bisa terlepas dari mekanisme
otonomi daerah yang termasuk dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut menandai era
baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di
Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi

daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah



dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah

(APBD) (Winarna, 2007 dalam Arief Kurniawan, 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1.
Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2. Dewan berwenang
memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan
terhadap pengelolaan anggaran. Artinya, bahwa Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan
pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas Yyang
dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Terciptanya
undang-undang otonomi daerah adalah sebagai bentuk dari harapan akan
adanya sebuah pengolahan suatu kinerja dan keuangan yang ekonomis,

efisien dan efektif (Arief Kurniawan, 2012).

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan
sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan
saja. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang
untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam
tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka
dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak
penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa berfungsi
sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga
publik. Peran pemerintah pada saat penyusunan anggaran pendapatan belanja
daerah adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang
kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk
itu pemerintah harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan

2



kepercayaan dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan

akan dihadapi oleh pemerintah daerah (Hari Utomo, 2011).

Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah
digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam
penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
Hak-hak yang digunakan DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, dan
menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta
keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah
yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

daerah dan negara (Dewi Kartikasari, 2012).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat
tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan
yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk
mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang
lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan
prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan,
pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung

dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat,
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan
kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai

pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan



pemerintah, kebijakan publik dan terkhusus terkait anggaran yang akan

digunakan.

Faktor yang diduga mempengaruhi pengawasan adalah pengetahuan
anggota dewan tentang anggaran dengan adanya pemoderasi akuntabilitas
publik. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan sangat diperlukan
dalam melakukan pengawasan dikarenakan menjadi sumber pokok utama
untuk mengatur keuangan yang ada di pemerintahan guna mencapai tujuan
sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun menurut Halim dan Igbal
(2012) dalam Fitri Santi Maisarah (2014) mengemukakan bahwa
akuntabilitas publik merupakan kewabijan-kewajiban dari individu atau
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi
konsumen layanannya. Akuntabilitas publik merupakan prinsip
pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat
besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan
keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan
dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu
masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran

(APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun



pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007 dalam Dewi

Kartikasari, 2012).

Dari APBD kota Palembang yang disetujui untuk tahun 2018 adalah
sebesar 2.940.000.000.000,- rupiah, untuk anggaran pendidikan sebesar dari
total anggaran belanja, vyaitu 795.682.788.995,69,- rupiah, disusul
pembangunan infrastruktur sebesar 424.740.000.000,- rupiah, kesehatan
sebesar 383.190.000.000,- rupiah, dan masih banyak lagi biaya yang akan
dikeluarkan untuk tujuan membangun kesejahteraan rakyat kota. Dengan
dana yang cukup besar ini diperlukan pengawasan yang efektif dalam
mengelola keuangan daerah untuk memaksimalkan Pemkot Palembang

dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 ini anggota DPRD memiliki tugas yang lebih banyak
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah terkait penggunaan dana
anggaran yang akan diprioritaskan untuk perbaikan SD dan SMP. Sementara
untuk bidang kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan di Puskesmas yang

ada di setiap kecamatan begitupun dengan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Adanya keterlibatan dalam pengawasan keuangan daerah yang
ditangani oleh DPRD kota Palembang adalah tugas yang cukup berat
dikarenakan berbagai tuntutan dari penilaian pihak lain terhadap kondisi tata
kelola pemerintahan yang ada di kota Palembang itu sendiri. Di dalam
pengawasan keuangan daerah itu sendiri, dapat kita lihat bahwa sejauh mana
tingkat good governance yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota
Palembang terkhusus para anggota dewan. Dengan tercapainya tingkat good

governance maka tentu baru bisa dibilang efektif dalam melakukan suatu



kegiatan. Tidak terkecuali dalam melakukan pengawasan keuangan daerah itu

sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ada tidaknya
pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas
pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi

akuntabilitas publik yang berada di DPRD kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan ditujukan untuk
mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai tentang “Pengaruh Pengetahuan
Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas

Publik Di DPRD Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) di
DPRD kota Palembang?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan

variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang

?

1.3 Tujuan Penelitian



Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:
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1.5

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang

anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah
(APBD) di DPRD kota Palembang.

Untuk menguji pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang
anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah
(APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD

kota Palembang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis

sehubungan dengan pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang
anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah
(APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD
kota Palembang.

Bagi DPRD, memberikan masukan untuk membantu peran DPRD
yang berfungsi sebagai pengawasan, dalam melaksanakan otonomi
daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance.

Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi  terhadap
pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat

dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara singkat dan jelas tentang latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II:  STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini mambahas mengenai landasan teori yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai pengetahuan
anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan efektivitas
pengawasan keuangan daerah. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu,

kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB Ill: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini khusus membahas mengenai rancangan penelitian, jenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan
definisi operasionalnya, serta teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini.

BAB IV: DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai data penelitian, uji kualitas data
yang terdiri hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil penelitian yang dijelaskan
dalam bentuk deskriptif dan dianalisis melalui program pengolah data SPSS

23, dan terakhir pembahasan yang menjelaskan bagaimana hubungan antara



variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini serta

seberapa kuat hubungan tersebut.
BABV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran bagi
penelitian selanjutnya dan Dinas terkait dalam usaha meningkatkan
pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas
pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi akuntabilitas

publik.
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